
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1397, 2016 BNP2TKI. Unit Pelayanan Publik. 

Penyelenggaraan. Pedoman. 
 

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 

NOMOR 09 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  

TENAGA KERJA INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  

TENAGA KERJA INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik  

yang berkualitas, efisien, transparan, dan akuntabel 

sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi 

diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan unit 

pelayanan publik di lingkungan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Unit Pelayanan Publik di Lingkungan 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4445); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5388); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5389); 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
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Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 

PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia; 

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 

03/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Lingkungan 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. 

 

Pasal 1 

Pedoman penyelenggaraan Unit Pelayanan Publik di 

lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Kepala Badan ini 

 

Pasal 2 

Pedoman penyelenggaraan Unit Pelayanan Publik 

dipergunakan sebagai dasar/acuan atau pedoman dalam 

penyelenggaraan/pelaksanaan pelayanan publik di 

lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia. 
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Pasal 3 

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia Nomor  23/KA/VIII/2014 tentang 

Kode Etik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 

Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia Nomor  19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 September  2016 

 

KEPALA 

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, 

 

ttd 

 

NUSRON WAHID 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 September 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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